-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN }ROTE NDAQ

NOMOR : 13 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHGL

Maenimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUFPATI ROTE NDADO,

’ B -
. baluwea dengan berlakunya Undang - Undamg Moimor

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrady | o Dacrads
diberi kewenangan  untuk  mengurus  dan mengahin

Dacrabhiinva sendiri;

babwa dengan ditetapkannya Undang - thocdang, Moo

Tabhun 2000  tentang Perubaban atas Undonng = Uindiog,
Nomor 18 Taban 1997 (eatang Pajoke Dioceale o
Retribrist Dacrahy, make Peratuvan Dacrade Yoo i i,

teniang Retribusi Dacrah pevlu disesoniio: leny
adang - Undang dimaksad

hahwa o Retribust 1zin Tempat  Penjoalan Al

Beralkohiol  adalah merapakan  bagieor o Retnibuesi
Perizinan  Tertentu  vang  juga merupnkan  salah satn
-sumber Pendapatan Dacraly yang penting guna ey
Penvelengearaan Pemerintahan Dacrah dan Pembangunan
Daceah dalam rangka memantaplkan Otonomi Daocradh vang

v ok dinsamis ) serasi dan bertanggung pasab,

bahwa berdasackan  pertimbangan  schagaiimana teesebuat,
1) 'l

pada hut @y by, o diatas maka dipandang perlu anduk

ditetapkannya Perataran Dacrah tentang  Retrbusi
Tempat Penjualan Minumean Berallkohol div abopaten |
Nclao.
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Undang = Undang Nomor @ 8 Tahun 108) tentang Kitab
Undang ~ Undang Hukuwin Acara Pidana (KUHP) (Lembaran
Negara Republik  [ndonesia Tahun 1981 Nomor @ 70;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
3209);

Undang - Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajuk
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
lndongsia Tahun 1997 Nomor : 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerall ( Lembarpun Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829 );

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimwbangan Keuangan Antara Pemerintalh Pusat  dan
Daerah ( lLembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan lLembaran Negara Nomor 3848 );

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negawa yang bersih dan bebas  Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Talum 1999
Nomor 75, dan Tambaban Lembaran Negara Nowmor 3851 );

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa
Tenggara Tinur ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
22, Tambaban Lembearan Negara Nomor 4181 ), '

Perataran Pemerintalhl Nomor 27 Talinn 10983 1entang
Pelaksanaen Undang - Undang Nowor 8 Tahun 1981
Jgentang Kitab Undang - Undang  Hukum Acara Pudana
Lembaran Negewa labun 1981 Nowor G, Tambalwn
Lembaran Negara Nomor 32058 );

Pceraturan Pemerintahh Nowor 66 Tahun 2001 tenoting
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Taliin 2001 Nomor
119, Tamnbahan Lembaran Negara Nomor <159 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Talian 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dv o Lingkungan
Pemerintah Daerabh;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomaor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Dacitah leotang
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1749 Tahun 1097
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Dacralyg
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Reteihust Dacrnl,
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Muatan Produk - Produk Hukum Daerah;

14, Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daeral
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyusunan i Materi

11.  Keputusan Menteri Dalam  Negeri dan Otonowi Dacrah

Nowor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - Produk
. Hukum Dacrah
- 15, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dactrah
Nomor 23 Tahun 2001 tlentang Proscdul Penyusuieil
: Produk Huloum Dacralh;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daeral
Nomor 24 ‘Tahun 2001 lenlang Lembaran Dacrah dan
'Berita Dacrah;
17. Peraturan Daerab Kabupaten Rote Ndao Nomor & Tahun
2003 tentang Pembentukan Organisas dan Tata Kerja
perangkat  Daerah Kabupaten Rote Nlao ( Lembaran
Dacrah Kabupaten Rote Ndao Taliun 2008 Nowmor - 003)
Dengan persetujuan
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
'KABUPATEN ROTE NDAO
°oQ

MEMUTUSKAN

lenetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAQ

TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB 1
KETENTUAN UMUM
pPasal 1
f\i@llll Peraturan dacraly ind, yang dimaksud dengan .

b Hacrah adalah Kabupaten Rote Ndao;

Evang lain schagan Badan Eksekutil Dacraly;
%‘ B

l\'cp?\ln Dacral adalah Bupati Rote Nclao:

b perundang - Undangan yang berlakug

3

b Pemcrinty Dacrah adalah Kepala Dacrah bheserta Penglkat Pieoobe

W Pejabat addalah Pegawiad Negeri Sipil yang dibert st oehe h
e_PCl‘].)i-’lji&k?lll Dacrale dan /0 alaw Retribusi Dacralr seswin G s
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Baclan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseronn Ferbataas,
Perscroall Komanditer, Persceroan Lainnya, Badan Usalia Milik Nuegara dan
Dacrah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan, alau Agenisasi  yaug scjenis, Lembaga Dang
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya,

Minwman Beralkohol adalall minuman  yang mengandung cthanol  yany,
diproses dari bahan hasil pertanian yaug mengandung karbolidiat dengan
cara fermentasi dén destilasi atau fermentasi tanpa destilast baik tengan e
memberikan perlakuan terlebil dahulu atau tidak, menambahikan haliea Jain
atan tidak, maupun yang diproses dengan mencamput Konscntrat dengan
cthanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung cihanol yang
terbagi dalam 3 golongan yaitu : Golongan A, minuman berkadar alkohol /
ethanol (CaHlsOH) 1% s/d 5%, Golongan B, minuman berkadar alkohol /
ethanol (CoHsOH) lebih dari 5% s/d 20% dan Golongan ¢, minunan berkadea
alkohol / ethanol (C2H50H) lebih dari 20 % s/d 55 %.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan erienti pemerintah
daeral dalam pemberian izin  kepada  orang pribadi slati D viig
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalinn dane penganasa
atas Kegiatan pemanfaatan iang, PUHEE L suntber davie adinmng by
Prasarana, sarana atan fasilitas tertentu guna melindunei kepentinsane
dan menjaga kelestarian lingkungan;

Retribusi tzin Tempid Penjualan Minuinat Peratloliol sy st e
Retribusi adalah pembayaran alas pemberian izin olelt Petneriniade v
kepada orang pribadi atan hadan antulk melakukan prenirnloee e
heralkohol disuatn fempat tertenty

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurnt peradirea
perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan peinbavaian
retribusi; ' '

Masa Retribusi adalal janglki wakiu tertentu yang mernpakan Biotas walkin
bagi wajib retribusi untuk memanlaatkan pemberiau izin tempal penjuali
minuman beralkohol dari pemerintah dacral yang bersanglkutan;

Surat Pendaftannn Obyek Retribusi Dacrah yang selanjutnya dipil disingkal
SPORD adalali sural yang dinjukan oleh wajib retribusi uutuk welaporkan
data obvek retribusi dan wajib retribusi sehagai dasar perhitungan dan
pembayaran yetribusi  yang terutang menurut  peraturan perundang -

uncdangan retribusi dacrah;

Surat Ketetapan retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat  disingkal
SKRD addlah surat keputusan yang menentukan  besarnya Juamlah
retribusi yang

terutang; !

3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang DBayar Tambalian untuk

selanjutnya  dapal disingkat SKRDKBT adalah sural keputusan yang
menentukan tambabanatas jumlah retribusi yang telah dite tapkan;

4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk  selanjutnya dapat

disingkat ~ SKRDLB adalal surat keputusan: yang menentukan  juulah
kelebihanpembayaran retribusi  karena j umlah kredit retribusi lebih hesar
dari retribusi yang terutaug atau tidak seharusnya terutang,



Surat Tagihan Retribusi Dacrah untuk sclanjutny:s disingkat STRD adalah

siliny relribusi dan atan sanksi adpninistrasi herapo

surat untuk melakukan tag
bunga dan atau denda;

Surati | Keputusan  Keberatan adalah  sural keputusan alas keheratan
terhadap SKRS atau dokumen  lain yang dipersamakai, SKRDKET “dan
SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi; ;

Pemeriksaan adalah  scrangkaian kegiatan untuk mencart, mengiunpullkoan
dan mengolah  data  dan atad keterangan  lainnya dadenn rangka
pengawasan, kepatuhan, pemenuhan retribusi — dacrab hepdasarkan
peraturan perundany = undangan retribusi dacraly;

Penyidikan ‘Tindak Pidana i Bidang  Reuibusi dacrah adalah
serangkaian tindakan vang dilaksanakan olely, penyidik Peganvii Negeri Sipil
dan selanjutnya dapal dikatakan schagai penyidik, untuk  meneart serta
mengumpulkan bukl vang dengan  bukti - tersebut membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi dacrah yang terjadi serta menemikan ersangkony

Pengawasan ‘Tempal Penjualan Minuman Beralkoho!  adalale pengawasan
yang dilakukan oleh Tun  Pengawas terhadap tempai /0 ok
Pengedaran  dan penjualan minuman beralkohol;

P0. Tim  Pengawasan dan Pengendalian Tempat / Lokasi Penjualan Ninnmem
Beralkohol  adalah i Vg dibentuk oleh Papaati epinka
NDaecrah yang hernmggotakan instansi  terkait  didaerahy v boeg ta e
membantu  DBupati Repala Dacrah  melakukan PO s Jdan
pengendalian telapat [ lokasi Pengedaran  dan penjualan i
beralkohol scria tugas = tugas ladn yang diberikan oleh Bupati Keprdic B s

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

nariia Retribusi lzin Tempat Penjualan  Minuman Beralkohol dipungul

Dengan
Bretribusi sebagai pembayaran alas Pemberian Izin untuk mclakugan perjualan
B mninumai beralkohel disuatu tempat tertentu.

Pasal 3

iObjt:k Retribusi adalah pemberian  izin untuk  melakukan  penjuadan TN
b beralkohol sehagai berikut

L Diminum langsung ditempal penjualan, antara lain :

- Hotel / Penginapan;

- Restourant dan Rumah Makan,

- Bar, Pub dan Club Malam, Diskotik;

- Tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Bupati.
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Penjualan sceara Partai maupun Beeran, antara lain
- Toko, PPasiu Swalayan, Super Market dan scjenisuya,

- Tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

- Pasal 4

diclakukan Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III .
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi [zin Tempat penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai retribusi
Perizinan tertentu.

Pasal 6

gicnis minuman yang berkadar alkohol / ethanol dapat digolongkan sebagai
Berikut:

Golongan A minuman berkadar alkohol / ethanol (C;HsOH) 1 s/d S %.

Golongan B minuman berkadar alkohol / ethanol (C;HsOH) S s/d 20 Y.

Golongan C minuman berkadar alkohol / ethanol (CoHsOH) 20 s/d 55 %.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7
'gkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan
Minuman beralkohol.
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
serta besarnya biaya Label Daerah didasarkan pada tujuan untuk menutupi
biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survei lapangan
biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

}
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BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

0 AR g Y T AN T s £

Pasal 9

1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan  muuman
© beralkohol dan Label Daerah ditetapkan oleh Bupati.

92). Struktur dan besarnya taril retribusi sebagaimana dimaksud  padie ayat (1)

) pasal ini adalah : pr
a0 Diminwm langsung ditempat penjualan, antara lain :
- Hotel f Penginapan Rp. 230.000,- / whun
- Bar, Pub dan Club Malam, Diskotik Rp. 200.000,- [ tahun
- Restourant dan Rumah Makan Rp. 175.000,- /[ thun
- Tempat tertentu lainnya yang Rp.  120.000,- / thun

ditetapkan oleh Bupat

b. Penjualan sccara Partai maupun liceran:

- 'Toko, Pasar Swalayan, Rp.  300.000,- / thun
Super Market dan sejenisnya sebesar '
.- Tempat tertentu lainnya yang Rp. 120.000,-/. Tahun
ditetapkan oleh Bupau &
BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1). Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat izin, lempat
penjualan minuman beralkohol diberikan.

(2). Jenis minuman yang beralkohol yang wajib dipungut dalam Wilayah
Kabupaten Rote Ndao adalah Golongan A, B dan C sesual Pasal 6 Bab Il di

atas.

(3). Jcnis minuman yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini harus diberi Label
Daerah.

(4). Label yang dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.



BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

§Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua-belas) bulan

( satu
g §tahiun takwim ).
Pasal 12
Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat ditcrbitkahnya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
BAD IX
BURAT PENDAFTARAN
Pasal 13
.
., H1). Setiap wajib retribusi wajib wengisi Surat Pendaltaran Obyeck Retribusi Dacrah
( SPORD).
{2). SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas,
.3 f benar dan letigkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasany:a.
. (3). Bentuk, lsi serta Tata Cara pengisian dan penyampaian SPORD schagaimana
; dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1). Berdasarkan SPORD schagaimana  dimaksud  dalam pasal 13 avar (1)
ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD aian ok
lainnya yang dipersamakarn.

(2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data bara dan “lan
data yang scmula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT,

(3). Bentuk, Isi dan Tat Carn penerbitan SKRD atau dokumen  lain vang
dipersamakan  sehagaimana  dimaksud pada  ayat (1) dan  SKRDKIY

& sebagaunana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan oleh Bupati,



BAB XIi

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

3 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16
dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
embayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga schesar 2% (dua persen)

setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

?
/ BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

asal 17

‘(1). Pembayaran retribusi yang terbutang harus dilunasi sekaligus

%(2). Retribusi yang, terhutang dilunasi sebelum diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

?(3). Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

| BAB XIV
i
: TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1.). Retibusi terhutang berdasarkan SKRD atau © Dokumen  lain vang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan  vang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tudak atau
kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih mclalui Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara..

(2). Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan lLelang Negara
dilaksanakan berdasarkan perundang- undangan yang berlaku
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BAB XV
KEBERATAN
Pasal 19
Wajib retribusi dapat mengajukan  keberatan hanya Kepada  Buapati atau

Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamiikan,
SKRDKBT dan SKRDLD .

Keberatan diajukan sceara tertulis dalam Bahasa [ndonesia dengan diseria
alasan - alasan vang jclas.

Dalam hal Wajih Retribusi mengajukan keberatan afas ketetapan retrbusi,
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenarzan ketetapan retribsi
tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak
tanggal SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLRB
diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan hahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang, tidak memenuhi persyaratan schagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan (3) tlidak dianggap scbagai Surat Keberatan schingga tidak
dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

.&ﬁabﬂa jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

Atas kelebihan membayar retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
Permohonan Pengembalian kepada Bupad,

10



¢7

2).

3):

(4)-

(5).

(©).

| (1).

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanyu
permohonan  kelebihau pembayaran  retribusi schagaimana dimaksud  puada
ayat (1) harus memberikao keputusan.

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dalam janghka wi Wkt
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewal
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sechulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) tclah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajibh Retrib usi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan
membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu butang retribusi tersebut.

Pasal 22

Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi dinjukan seeari
tertulis kepada Bupati dengan sckurang - kurangnya menyebutkan :
4. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;

Iy. Masa Retribusi;
¢. Besarnya kelebihan pembayaran;

d. Alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan  Pengembalian [Kelebiban  Pembayaran Retribusi  disampaikan
secara langsung atau melalul pos tercatat.

Bukti pencrimaan oleh Pejabat Daerab atau Bukti pencrinaan pos tercatal
merupakan bukti pada saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

Pengembalian kelebiban rc ibusi dilakukan dengan wmenerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebilian Retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran. retribusi  diperhitungkan dengan hutang
retribusi Jainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran,
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemiudahbukuan juga
berlaku sebagai buki pembayaran.

11
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BAB XVIl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24

Bupati dapat mecwmberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi. :

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain
untuk mengangsur.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan‘retribusi ditetapkan oleh
Bupat.

BAB XVIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian  tempat penjualan minuman beralkoliol”
didaerah dilakukan oleh Bupati dan tidak boleh dilakulan oleh pihak swasta.

Untuk mengawasi dan mengendalikan tempat penjualan minuman beralkoho!
Bupati membentuk tim yang beranggotakan dari instansi terkait.

Minwman beralkohol Golongan B dan C tidak diperkenankan wntuk dijual dan

atau diedarkan didalam Wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Hasil pelaksanaan  pengawvasan dan pengendalian  schagaian dhimiadesiid
pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Bupatl setiap tahuon.

BAB XIX
KADALUARSA. PENAGIHAN
Pasal 26

Hak unmtuk melakukan  penagihan retribusi kadaluarsa sctelab elpoi
jangkin waktie 3 (tiga) huan terhitung sejak saat terhutangny: rertribust kecusih
apabila Wajih Retribusi imelakukan tindak pidana di bidang retribusi

Kadaluarsa penagihan vetribusi sehagatana dimaksed prkas avat (e
tertangeih apabila
a. Diterbitkamn surat teguraa, atad

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajiby retribusi baile lapgsung maaipun

fidak langsung.
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BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak mclaksanakan kewajibannya schingga merugikin
kenangan daerali, diancam pidana karungan paling lama 6 (coam) bulan ati
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribust yang terhutang,

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalaly pelanggaran.

BAB XXI

' PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Pegawai Negert Sipil tertentu di lingkungan Pemerintaly Doeradi dibe
wewenang khusus schagat penyvidik untuk melakukan penyidikan tioada
pidana i bidang retribusi dacrah dan pajak schagaimana dimalesud dealio

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukui Aciaa Pidan.

Undang -~ Undang Penyidik sebagaimana dimaksud padea ayat (1) adalah

.

Meneritna, mencori dan mengumpulkan o serta mencliti. keterangan ata
laporan berkenaan denpan tindak pidana di bidang rewibusi dacrade g
leterangan snau laporan tersehut menjadi lengkap atau jelas.

Meuneliti, meucari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang priba
alau badan teptanyg kebenaran perbuatan yang dilakukan schubunga
dengan tindak pidana retribusi daerah.

Mecminta keterangan dan barang bukt dari orang pribadi atau bads
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokuwmnen
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

Melalkukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukua
pencatatan dan dokumen - dokuwmen  lain serta melakukan penyila
terhadkap bavang bukti tersebut.

Meminta bantuan  tenaga  ahli dalam  rangka nclaksanakan  tug
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dacral.



g. Menyurul berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan mcmeriksa
identitas ornng <an atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf (c).

3

h. Mcmotret sescorang vang berkaitan dengan tindak pidana retvibusi dacrab

i. Memanggil orang - orang untuk didengar keterangannyi oo diperiks
sebagai tersangka atau salksi.

j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tind:d

pidana di bidang retcibusi  daerah menwrut  hukwn o vaog dapal
dipertanggungjawabkan,

8). Penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini membernahukan
dimulainya penyidikan  dan menyampaikan  hasil  penyidikannya kepeada

penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalaon Uncang -

Undang Nomor 8 Tahuin 1981 tentang Hukum Acara Pidans.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Dacral ini, maka segala ketentuan yang mengatur
I

Entang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Rote Ndao
‘ .

! watakan tidak berlaku lagl.

i
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19 Pasal 30

fHal - hal yang belun cukup diatur dalam Peraturan Dacraly ini sepanjang,

fmengenai pelaksanaannya, akan diatar lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 21

At ural Daeral i mulad berlaku

Sifbar sctiap oring dapat mengetahuinya,
Berah ini dengan pencmpatan dalam Lembaran D

Pada tanggal
/

Diundangkan di Ra’a

. da’I‘anggal 14 Pebruari 2004

B SEKRETARIS D

WELKIS

FEMBARAN DAERAL LABUPATEN ROTE
SERl ¢ NOMOR 003

i
E;OMOR: 013

pacda tanggal ditetapkai.

memerintahkan Pengundangan Pepaturin

aerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di
Pebruart

AERAH KABUPATEN ROTE ND/’\(),/
/

20T NDAO TAHUN 20041
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PENJELASAN

ATASB

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE, NDAO

NOMOR . 13  TAHUN 2004
TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Umum

Pelaksanaan U

udang - Undang Nomor 22
#Dacral

Tahun 1999
mengisyari tean bahw:

tentang Pemerintahag
1 perlu (.liadalcannya pen
gumbcr pencrimaan Daerah s

alaan kembali  swmbey -
angan yang ditetapkan dalan
1999 tentang Kewenangan Pemerintal:

csual dengan kewen
gPcraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

tan Kewenangan Kabupaten scbagai Daerah Otonom.
fDcngar berlakunya Undang - Undang Nomor 34
Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997

giRctribusi Dacrab, maka dipandang perlu diadakan P
@atas Retribusi Perizing

Tahun 2000 lentang
tentang Pajak Dacrah dan
enyesuaian - penyesuniag
an tertentu,

Pasal demi Pasal,
=== demi Pasal

Pasal ‘1 sampai dengan pasal 31 cukup jelas,

g
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR . 017
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